PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama s lr. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M. T

Jabatan . KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - BACHRIL BAKRI
Jabatan . Pj. BUPATI BOGOR
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka ‘menoapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BOGOR

No. - Sasaran 1 Indikator Kinerja Satuan Target
Meningkatnya Peran | i
Perempuan dan i Indeks Pembangunan % ,
! Perlindungan anak dalam | Gender (IPG) Poin M
Pembangunan L
| Meningkatnya Kepesertaan Persentase.Pemaka:an
2 | Pasangan Usia Subur Untuk | Kontrasepsl % 61.84
i Ber-KB i KB/Contraceptive , '
. Prevalence Rate (CPR) | |
; - . , LSRN B 1 -
! Meningkatnya peran ' g !
perempuan dalam i Indeks Pemberdayaan : : i
- kehidupan sosial, ekonomi, | Gender (IDG) RellL S
dan politik |
i Menurunnya Jumlah Persentase Kebutuhan
4 | Pasangan Usia Subur (PUS) | ber-KB yang Tidak { % 10.57
| yang tidak ber-KB | Terpenuhi (Unmet Need) |
' Indeks Kepuasan |
- Meningkatnya pelayanan i Masyarakat terhadap
1 kewenangan Dinas | penyelenggaraan Bidang |
5 | Pemberdayaan Perempuan | Urusan Pemberdayaan Poin 86.24
1 dan Perlindungan Anak, i Perempuan dan '
| Pengendalian Penduduk i Perlindungan Anak, i
. dan Keluarga Berencana | Pengendalian Penduduk
’ ' dan Keluarga Berencana |
Sumber
No. Program Anggaran Dana
1. Program Pengarusutamaan Gender dan Rp. 817.850.754 APBD
Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan Rp. 443.478.984 APBD
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga Rp. 319.128.709 APBD
4.  Program Pengelolaan Sistem Data Rp. 136.822.334 APBD
Gender dan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Rp. 288.527.184 APBD
Program Perlindungan Khusus Anak Rp. 1.509.534.069 APBD
Program Pengendalian Penduduk Rp. 280.180.252 APBD



No. Program Anggaran Sumber

Dana
8.  Program Pembinaan Keluarga Rp. 3.883.075.255 APBD
Berencana (KB)
9.  Program Pemberdayaan dan Rp. 1.254.924 654 APBD
Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10.  Program Penunjang Urusan Rp. 16.137.106.539 APBD

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
Pj. BUPATI BOGOR PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
el PENDUDUK DAN KELUARGA
P A4y BERENCANA
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) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASEP FAHRUDIN, M.M

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M. T

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

M
Ir. SUSSY Rg AUSTINI, M.T Drs. ASEP FAHRUDIN, M.M
NIP. 8201995032002 NIP. 196705281992031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

KABUPATEN BOGOR

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
Meningkatnya
1 Akuntabilitas Kinerja Nilai AKIP Predikat BB
Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Persentase Dokumen
Perencanaan, Perencanaan,
2 Pengukuran, Pelaporan Pengukuran, Pelaporan % 100.00
dan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja PD
Perangkat Daerah yang Berkualitas
Meningkatnya kualitas Persentase Realisasi
3 Pengelolaan Keuangan Anggaran Perangkat % 98.00
PD Daerah
Persentase ASN yang
Terpenuhinya Layanan Tertangani Layanan B
4 . : %o 90.00
Kepegawaian Kepegawaian Tepat
Waktu
i Persentase Terpenuhinya
5 Terpgr_muhlnya PEEnan Jasa Pelayanan % 80.00
Administrasi Umum . :
Administrasi Umum
Terpenuhinya Sarana dan Persentase Terpenuhinya
Prasarana Penunjang Kebutuhan Sarana dan o
6 : . %o 80.00
Urusan Pemerintah Prasarana yang sesuai
Daerah dengan Ketentuan
Terpenuhinya Jasa Persentase Terpenuhinya
7 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan % 90.00
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah
. Persentase Barang Milik
Berfungsinya Barang : :
8 Milik Daerah dengan Baik Daerah yang Terpelihara Yo 70.00
dengan Baik
No Kegiatan Anggaran Sl
’ Dana
1.  Perencanaan, Penganggaran, dan Rp. 386.041.918 APBD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Rp. 11.923.955.376 APBD

Daerah




Sumer

No. Kegiatan Anggaran Dana
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Rp. 52.048.984 APBD
Daerah
4.  Administrasi Umum Perangkat Daerah  Rp. 526.764.909 APBD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Rp. 635.436.785 APBD
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp. 903.494.180 APBD
Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp. 1.394.306.184 APBD
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Cibinong, 30 Januari 2025
KEPALA DINAS SEKRETARIS DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Ir. SUSSYRAHAXU AGUSTINI, M.T
NIP/ 196808201995032002

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

—

—m\/\

Drs. ASEP FAHRUDIN, M.M
NIP. 196705281992031007



. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. RUSMAN TAUFIK, M.Si

Jabatan . Pit. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka.mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Cibinong, 30 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
™

Drs. RUSMAN TAUFIK, M.Si
NIP. 196712131993121001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pit. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER

KABUPATEN BOGOR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
Méningkatnya Anggaran Persenta_se Anggaran
1 Responsif Gender pada F/_\esgc)mse"\éi (BBZPaie'; % 35.50
Belanja APBD P J
APBD
Rasio Kekerasan
I;/I:rnel:’rr]ur:’r;%a \;unmlah Terhadap Perempuan,
2 | e i dgk Termasuk Tindak Rasio 2.08
Kekegra — Pidana Perdagangan
Orang (TPPO)
Meningkatnya Kualitas Tingkat Pemenuhan
3 Keluarga dalam Ekonomi Keluarga yang o 4.01
Mewujudkan Keadilan Dikontribusi oleh ¢ :
dan Kesetaraan Gender Perempuan
Meningkatnya Kualitas
Persentase Jumiah
Pienangat Daeral Perangkat Daerah yang o
4 | tentang Standar Memahami tentang Yo 100.00
Pengarusutamaan Pelembagaan PUG
Gender (PUG)
Meningkatnya Partisipasi | Persentase Partisipasi
5 Lembaga Penyedia Lembaga Penyedia o 100.00
Layanan Pemberdayaan | Layanan Pemberdayaan ° '
Perempuan Perempuan
Meningkatnya Peserta ';::fa ekl?r?aenya
6 EZEfrtaasnaE?thZg daahan Pencegahan Kekerasan % 88.89
Perempuan P terhadap Perempuan di
Kabupaten Bogor
Meningkatnya Layanan | persentase Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Rujukan Lanjutan bagi
7 | Perempuan Korban Perempuan Korban % 100.00

Kekerasan yang
Memerlukan Penanganan
dengan Instansi Terkait

Kekerasan yang
Memeriukan Koordinasi




No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
Persentase Relawan
Tercapainya Jumlah PPA yang Mengikuti
Peserta Penguatan dan Penguatan dan
8 Pengembangan Lembaga | Pengembangan % 68.75
Penyedia Layanan Lembaga Penyedia
Perlindungan Perempuan | Layanan Perlindungan
Perempuan
Meningkatnya Kualitas Persentase Keluarga
Keluarga dalam )
9 Mewujudkan Kesetaraan yKaeggetc;?SZ; I\C/I;Z\r/\]/gjeurdkan % 0.0020
Gender (KG) dan Hak
Anak (KG) dan Hak Anak
Persentase Lembaga
: yang Berkerjasama
Terwujudya Kesetaraan
Gender dan Hak Anak gﬁ?:;:ﬁ:g:nan
Melalui }_embaga Peningkatan Kualitas o
10 | Penyedia Layanan Keluarga dalam Yo 0.0026
Kualitas Keluarga yang Mewujudkan KG dan
ada di Wilayah Kabupaten Hak Anak yang ada di
Bogor Wilayah Kabupaten
Bogor yang terbina
sz:rju: rg; If_'uaakhfﬁ ak Persentase Penyediaan
melalu?Penyediaan Layanan bagi Keluarga
11 | Layanan bagi Keluarga g::_?ma“lfiv:’gs 3‘;?]'; 56 % 100.00
yang Yiltayan Kerjanya Wilayah Kerjanya dalam
dalam Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota
Bogor
: Sumer
No. Kegiatan Anggaran Dana
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Rp. 109.987.306 APBD
Gender (PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Rp. 707.863.448 APBD

Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan Kabupaten/Kota




Sumer
Dana

3.  Pencegahan Kekerasan terhadap Rp. 5.282.000 APBD
Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

4. Penyediaan Layanan Rp. 35.447.984 APBD
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

5. Penguatan dan Pengembangan Rp. 58.520.000 APBD
Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

6. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Rp. 186.589.234 APBD
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)
dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

7. Penguatan dan Pengembangan Rp. 87.024.900 APBD
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender dan
Hak Anak yang Wilayah Kerjanya
dalam Daerah Kabupaten/Kota

8. Penyediaan Layanan bagi Keluarga Rp. 45.514.575 APBD
dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah

No. Kegiatan Anggaran

Kabupaten/Kota
Cibinong, 30 Januari 2025
KEPALA DINAS Plt. KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KELUARGA BERENCANA

A
Ir. SUSSY RAHAYLYAGUSTINI, M.T Drs. RUSMAN TAUFIK, M.Si
NIP. 196808201995032002 NIP. 196712131993121001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IRNA YULISTINA, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M. T

Jabatan - KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Ir. SUSSY RAH AGUSTINI, M. T IRNA YULISTINA, S.Sos, M.Si
NIP. 196808201995032002 NIP. 197007151991012002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
2 3 4 5
Meningkatnya
Pemanfaatan Informasi

Tingkat Pemanfaatan

0,
Data Gender dan Anak /o 68.29

Data Gender dan Anak
oleh Pemangku

Kepentingan

Meningkatnya Kategori Kabupaten

Pemenuhan Hak Anak Layak Anak Kategori Nindya

Meningkatnya
. . Persentase Kekerasan
$i?1 rdIIQI?LPI(negkaer;aigik 28:' Terhadap Anak yang % 100.00
yang Ditangani

Ditangani

Persentase Kualitas
Data Gender dan Anak
yang ada dalam % 100.00
Kelembagaan Data di
Kabupaten Bogor

Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Data Gender
dan Anak dalam
Kelembagaan Data

Meningkatnya
Pelembagaan Persentase Penguatan
Pemenuhan Hak Anak PHA pada Lembaga
pada Lembaga Pemerintah, Non o 100.00
Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia ° '
Pemerintah, dan Dunia Usaha di Kabupaten
Usaha di Kabupaten Bogor
Bogor

. , Persentase Kapasitas
Meningkatnya Kapasntas Lembaga Penyedia
LembagaiPenysdia Layanan Peningkatan
Layanan Peningkatan ya . 9 % 100.00

: : : Kualitas Hidup Anak
Kualitas Hidup Anak di Diberi P
Kabupaten Bogor yang biben enguatan

di Kabupaten Bogor

. . Persentase

Meningkatnya Kerja
Lembaga/SKPD yang

e Semoggey BD mengikuti Pelaksanaan % 100.00

dalam Pencegahan

Kekerasan terhadap Anak | I enceganan Kekerasan

terhadap Anak




No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
Meningkatnya Penguatan R el - enguaian
dan Pengembang
dan Pengembangan P dia L bad
Lembaga Penyedia enyedia Layanan bagl
8 . Anak yang Memerlukan % 100.00
Layanan bagi Anak yang .
Memerlukan Perlindungan etlindungah Kiafis,s
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten
; Sumer
No. Kegiatan Anggaran Dana
1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis Rp. 136.822.334 APBD
dan Penyajian Data Gender dan Anak
Dalam Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelembagaan PHA pada Lembaga Rp. 106.973.509 APBD
Pemerintah, Non Pemerintah, dan
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Rp. 181.553.675 APBD
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
4.  Pencegahan Kekerasan Terhadap Rp. 85.121.519 APBD
Anak yang Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5. Penguatan dan Pengembangan Rp. 980.070.600 APBD

Lembaga Penyedia Layanan

bagi

Anak yang Memerlukan Perlindungan

Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK,

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA BIDANG

PEMENUHAN HAK DAN

PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

Ir. SUSSY

NIP. 1968082(1995032002

(HAYU AGUSTINI, M.T

IRNA YULISTINA, S.Sos, M.Si
NIP. 197007151991012002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. RUSMAN TAUFIK, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
SEJAHTERA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka -mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

é\//
AYU AGUSTINI, M. T Drs. RUSMAN TAUFIK, M.Si
808§201995032002 NIP. 196712131993121001

Ir. SUSSY |
NIP. 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
KABUPATEN BOGOR

No. |. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 9
Terwujudnya Sinergi .
1 Kebijakan Pengendalian Paer:selg’it:isneefieg:kan % 66.67
Kuantitas Penduduk yang 9
Meningkatnya
kepesertaan KB bagi Persentase Pasangan
5 Pasangan Usia Subur Usia Subur Anggota o 7773
(PUS) Anggota Kelompok Ketahanan ° '
Kelompok Ketahanan dan | Keluarga yang ber-KB
Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya .
Sinkronisasi Kebijakan Perseqtase Kebijakan
: Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah o
Provinsi Dengan BroMins) dengan
3 . Pemerintah Daerah % 100.00
femisriptan DEsE Kabupaten/Kota tentan
Kabupaten/Kota dalam P : ang
. Pengendalian Kuantitas
rangka Pengendalian Penduduk
Kuantitas Penduduk
Tersedianya Cangkupan | Persentase Data
4 Data Program Bangga Program Bangga % 100.00
Kencana Kencana yang Tersedia
Terbinanya Kelompok Eg;:ﬁgtna:neéji?::p:k
5 Ketahanan Keluarga dan . 9 % 100.00
. dan Kesejahteraan
Kesejahteraan Keluarga i
Keluarga yang terbina
Pembinaan dan L
Persentase Organisasi
Pemberdayaan
A Kemasyarakatan dalam
Organisasi Pembangunan Keluarga
6 Kemasyarakatan dalam % 100.00

Pembangunan Keluarga
melalui Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

melalui Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
yang Terbina




No.

Kegiatan

Pemanduan dan Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi Dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Dalam rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk Cakupan Daerah
Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Anggaran

Sumer

Dana
Rp. 24 .980.000 APBD
Rp. 255.200.252 APBD
Rp. 1.226.947.954 APBD
Rp. 27.976.700 APBD

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Ir. SUSSY RAHAYY AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002

Cibinong, 30 Januari 2025
KEPALA BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA SEJAHTERA

'

Drs. RUSMAN TAUFIK, M.Si
NIP. 196712131993121001
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. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LINA YULIANA, S. Sos, M.M
Jabatan . KEPALA BIDANG PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M. T

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam .dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

mevéf
Ir. SUSSY RAHAY GUSTINI, M.T - LINA YULIANA, S. Sos, M.M
NIP.

01995032002 NIP. 197606201998032006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BOGOR

: Satuan
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1 2 3 4 5
: Persentase
Meningkatnya
1 Penggunaan Kontrasepsi Penggunaap % 9.70
Jangka Panjang (MKJP) Kon’_crasepsn Jangka
Panjang (MKJP)
Meningkatnya Advokasi, Persentase Advokasi,
Komunikasi, Informasi Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk | Pengendalian Penduduk B
2 dan KB yang dan KB yang % 160.00
dilaksanakan sesuai dilaksanakan sesuai
dengan Kearifan Budaya | dengan Kearifan
Lokal Budaya Lokal
Tersedianya Tenaga Persentase Tenaga
Penyuluh KB/ Petugas Penyuluh KB/ Petugas
Lapangan KB Lapangan KB o
3 | (PKB/PLKB) yang (PKB/PLKB) yang L 108,60
diberdayakan dalam diberdayakan dalam
Program KKBPK Program KKBPK
Meningkatnya Persentase
Pengendalian dan Pengendalian dan
Pendistribusian Pendistribusian
4 | Kebutuhan Alat dan Obat | Kebutuhan Alat dan % 100.00
Kontrasepsi Serta Obat Kontrasepsi Serta
Pelaksanaan Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan
KB KB
Meningkatnya Peran Persentase Peran serta
Serta Organisasi Organisasi
5 Kemasyarakatan dalam Kemasyarakatan dalam % 100.00
Pelaksanaan Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan '
dan Pembinaan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB Kesertaan Ber-KB




No.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kegiatan

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB)

Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di
Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB

KEPALA DINAS

PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN |

Ir. SUSSY

KELUARGA BERENCANA

HAYWAGUSTINI, M. T
NIP. 196808201995032002

Rp.

Rp.

Rp.

Cibinong, 30 Januari 2025

Anggaran
318.117.100

3.231.814.846

243.257.000

89.886.309

KEPALA BIDANG
PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

G

Sumer
Dana

APBD

APBD

APBD

APBD

LINA YULIANA, S. Sos, M.M
NIP. 197606201998032006
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) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURHAYATI, SE

Jabatan . Plt. KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
WILAYAH TENGAH - DP3AP2KB

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M. T

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka. mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Ir. SUSSY RA l USTINI, M. T NURHAYATI, SE
NIP. 196808201995032002 NIP. 198402062011012002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pit. KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)

WILAYAH TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BOGOR

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
Meningkatnya Layanan
: ) . Persentase Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Ruiukan Lan'u’?an baai
Perempuan Korban J J 9
Perempuan Korban 0
1 Kekerasan yang Kekerasan yang Yo 100.00
M:rgig:ﬁr; dengan Memerlukan Koordinasi
Instansi Terkait di Kabupaten Bogor
Tersedianya Layanan
“Bnae%g?jiaﬁang Persentase Korban
2 . Kekerasan Anak yang % 100.00
Perlindungan khusus terlavani
yang Memerlukan y
Koordinasi
Terpenuhinya B2l
3 Pelayanan Administrasi ;Z[gegrﬁggnﬁjrﬁ:iitrasi % 80.00
Umum Umu}r,n
. Persentase
Terpenuhinya Jasa .
4 Penunjang Urusan gzgpuennzslnﬁd:;: % 90.00
Pemerintahan Daerah Perme rJintagh Daerah
Tersedianya Layanan Jumlah Perempuan
Pengaduan Masyarakat | Korban Kekerasan
5 bagi Perempuan Korban | Tingkat Kabupaten/Kota Orang 73
Kekerasan Tingkat yang Mendapatkan
Kabupaten/Kota Layanan Pengaduan
Tersedianya Layanan Jumlah Layanan Tindak
Rujukan Lanjutan bagi Lanjut Pengaduan yang
Perempuan Korban Memerlukan Koordinasi
6 Kekerasan Kewenangan | dan Sinkronisasi bagi Layanan 8

Kabupaten/Kota yang
Memerlukan Koordinasi
dan Sinkronisasi

Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota




No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
Tersedianya Layanan
Pengaduan Masyarakat
bagi Anak yang Jumlah AMPK yang
7 | Memerlukan Mendapatkan Layanan Orang 60
Perlindungan Khusus Pengaduan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Layanan
8 | AMPK yang Terintegrasi ﬁ;?:p;\m:rgaaynagnan Orang 8
dan Komprehensif
Tersedianya Peralatan Jumlah Paket Peralatan
9 dan Perlengkapan dan Perlengkapan Paket 6
Kantor Kantor yang Disediakan
Tersedianya Bahan Jumlah Paket Bahan
10 Logistik Kantor Logistik Kantor yang Paket 2
Disediakan
Jumlah Laporan
Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa
11 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Laporan 12
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
. Jumlah Laporan
Tersedianya Jasa Penyediaaﬁ Jasa
12 | Pelayanan Umum Pel Laporan 12
Kantor elayanan Um.um .
Kantor yang Disediakan
. . Sumer
No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Dana
1. Penyediaan Layanan Rujukan Rp. 150.815.000  APBD
Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Rp. 150.815.000 APBD
memerlukan perlindungan khusus
yang memerlukan koordinasi tingkat
daerah Kabupaten/Kota
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 14.192.400 APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp. 62.314.568 APBD

Pemerintahan Daerah




Sumer
Dana

5. Penyediaan Layanan Pengaduan Rp. 148.340.000 APBD
Masyarakat bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

6. Koordinasi dan Sinkronisasi Rp. 2.475.000 APBD
Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

7. Penyediaan Layanan Pengaduan Rp. 148.340.000 APBD
Masyarakat bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8. Koordinasi Pelaksanaan Layanan Rp. 2.475.000 APBD
AMPK

9. Penyediaan Peralatan dan Rp. 10.748.100 APBD
Perlengkapan Kantor

10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 3444.300 APBD

11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Rp. 13.259.000 APBD
Sumber Daya Air dan Listrik

12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Rp. 49.055.568 APBD
Kantor

No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS Pit. KEPALA UPT PERLINDUNGAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
PERLINDUNGAN ANAK, WILAYAH TENGAH
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

gl

Ir. SUSSY RAHMAYY AGUSTINI, M.T NURHAYATI, SE
NIP. 19¢808301995032002 NIP. 198402062011012002
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N PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama . ACHMAD KARTIWA DARIZKI, S.IP, M.IP

Jabatan . Plt. KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
WILAYAH TIMUR - DP3AP2KB

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M. T

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka.mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T  ACHMAD KARTIWA DARIZKI, S.IP, M.IP
NIP. 19680$201995032002 NIP. 197404182007011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pit. KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)

WILAYAH TIMUR

KABUPATEN BOGOR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
Meningkatnya Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Pe(sentase L_ayanan .
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Perempuan Korban o
1 Kekerasan yang %o 100.00
Kekerasan yang
e HiraEn Memerlukan Koordinasi
irenanganag dsngan di Kabupaten Bogor
Instansi Terkait P 9
Tersedianya Layanan
Eﬂae?%gr'ﬁﬁaﬁang Persentase Korban
0
2 Perlindungan khusus tK:rlkaer:r?ian Anak yang Yo 100.00
yang Memeriukan y
Koordinasi
Persentase
3 Terpenuhinya Pelayanan | Terpenuhinya Jasa % 80.00
Administrasi Umum Pelayanan Administrasi ‘ '
Umum
Terpenuhinya Sarana Persentage
dan Prasarana Tenpanuhinya
4 Penuniana Urusan Kebutuhan Sarana dan % 80.00
Peme rJinta?h Daerah Prasarana yang Sesuai
Dengan Ketentuan
Terpenuhinya Jasa ol
: Terpenuhinya Jasa
5 Penunjang Urusan . % 90.00
Pemerintahan Daerah S gUnEah
Pemerintah Daerah
Tersedianya Layanan Jumlah Perempuan
Pengaduan Masyarakat | Korban Kekerasan
6 bagi Perempuan Korban | Tingkat Kabupaten/Kota Orang 30

Kekerasan Tingkat
Kabupaten/Kota

yang Mendapatkan
Layanan Pengaduan




No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
Tersedianya Layanan Jumlah Layanan Tindak
Rujukan Lanjutan bagi Lanjut Pengaduan yang
. Perempuan Korban Memerlukan Koordinasi
W Kekerasan Kewenangan | dan Sinkronisasi bagi Layanan 8
Kabupaten/Kota yang Perempuan Korban
Memerlukan Koordinasi | Kekerasan Kewenangan
dan Sinkronisasi Kabupaten/Kota
Tersedianya Layanan
Pengaduan Masyarakat
bagi Anak yang Jumlah AMPK yang
8 Memerlukan Mendapatkan Layanan Orang 60
Perlindungan Khusus Pengaduan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Layanan
9 AMPK yang Terintegrasi ‘lillljglcall: Aa\m::g:nagnan Orang 8
dan Komprehensif P y
Tersedianya Peralatan Jumlah Paket Peralatan
10 | dan Perlengkapan dan Perlengkapan Paket 6
Kantor Kantor yang Disediakan
. Jumlah Paket Bahan
11 Iir?;?ﬁgitgfhan Logistik Kantor yang Paket 2
9 Disediakan
Tersedianya Geoung |l B pnt
12 | Kantor atau Bangunan Lai 9 Unit 1
Lainnya ainnya yang
Disediakan
Jumiah Laporan
Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa
13 | Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Laporan 12
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Tersedianya Jasa ‘Iiljerl?laer:jilé?r)mojgrs]a
14 | Pelayanan Umum y Laporan 12

Kantor

Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan




No.

10.

11.
12.

13.

Kegiatan/Sub Kegiatan

Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang
memerlukan perlindungan khusus
yang memerlukan koordinasi tingkat
daerah Kabupaten/Kota

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi Pelaksanaan Layanan
AMPK

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Anggaran

94.720.000

94.720.000

5.054.800
25.000.000

58.055.568

92.245.000

2.475.000

92.245.000

2.475.000
3.172.750

1.882.050
25.000.000

9.000.000

Sumer
Dana

APBD

APBD

APBD
APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD
APBD

APBD



Sumer

No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Dana
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Rp. 49.055.568 APBD
Kantor
Cibinong, 30 Januari 2025
KEPALA DINAS Plt. KEPALA UPT PERLINDUNGAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
PERLINDUNGAN ANAK, WILAYAH TIMUR

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Ir. SUSSY RA
NIP. 19

AYU/AGUSTINI, MT ~ ACHMAD KARTIWA DARIZKI, S.IP, M.IP
6808201995032002 NIP. 197404182007011002
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. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekitif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANRIYANTI, S.KOM, M.Si

Jabatan . Plt. KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
WILAYAH BARAT - DP3AP2KB

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka 'mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

J
Ir. SUSSY | AYY AGUSTINI, M. T ANRIYANTI, S.KOM, M.SI
NIP. 196808201995032002 NIP. 198001132009012001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pit. KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
WILAYAH BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

°

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
Me.nlngkatny-a Layana_n Persentase Layanan
Rujukan Lanjutan bagi . . .
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Perempuan Korban
o]
1 Kekerasan yang Kekerasan yang Yo 100.00
Memerlukan .
Memerlukan Koordinasi
Penanganan dengan | 4 \ap inaten Bogor
Instansi Terkait P g
Tersedianya Layanan
BagiAnaryang Persentase Korban
p | MEmenugan Kekerasan Anak yang % 100.00
Perlindungan khusus Terlavani '
yang Memerlukan y
Koordinasi
Persentase
3 Terpenuhinya Pelayanan | Terpenuhinya Jasa o 80.00
Administrasi Umum Pelayanan Administrasi ° '
Umum
. Persentase
Terpenuhinya Sarana .
dan Prasarana gl iEanEninyga
Q,
* PenmangUussn | fetuuen Semeden | % | o000
Pemerintah Daerah yang '
Dengan Ketentuan
Terpenuhinya Jasa .!;::S:Etf;: a Jasa
5 Penunjang Urusan Penpun'an {Jrusan % 90.00
Pemerintahan Daerah jang
Pemerintah Daerah
Berfungsinya Barang Persentase Barang Milik
6 Milik Daerah Dengan Daerah yang % 70.00
Baik Terpelihara dengan Baik




No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
Tersedianya Layanan Jumiah Perempuan
Pengaduan Masyarakat | Korban Kekerasan
7 fbagi Perempuan Korban | Tingkat Kabupaten/Kota Orang 30
Kekerasan Tingkat yang Mendapatkan
Kabupaten/Kota Layanan Pengaduan
Tersedianya Layanan Jumlah Layanan Tindak
Rujukan Lanjutan bagi Lanjut Pengaduan yang
Perempuan Korban Memerlukan Koordinasi
8 Kekerasan Kewenangan | dan Sinkronisasi bagi Layanan 1
Kabupaten/Kota yang Perempuan Korban
Memerlukan Koordinasi | Kekerasan Kewenangan
dan Sinkronisasi Kabupaten/Kota
Tersedianya Layanan
Pengaduan Masyarakat
bagi Anak yang Jumlah AMPK yang
9 Memerlukan Mendapatkan Layanan Orang 128
Perlindungan Khusus Pengaduan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Layanan
10 | AMPK yang Terintegrasi ‘li;'er?]?: glt\lj:apr}fg:nagnan Orang 30
dan Komprehensif \ P y
Tersedianya Peralatan Jumlah Paket Peralatan
11 | dan Perlengkapan dan Perlengkapan Paket 6
Kantor Kantor yang Disediakan
: Jumlah Paket Peralatan
12 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Paket 1
Rumah Tangga S
Disediakan
) Jumlah Paket Bahan
Tersedianya Bahan .
13 Logistik Kantor nglstllk Kantor yang Paket 2
Disediakan
Tersedianya Barang ‘él;gignp::gt Barang
14 | Cetakan dan Paket 1

Penggandaan

Penggandaan yang
Disediakan




No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
... | Jumlah Laporan
15 Lerlgksananya Fasilitas| Fasilitasi Kunjungan Laporan 12
unjungan Tamu T
amu
Penyelenggaraan Rapat | penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
: Jumlah Unit Gedung
17 'Izersedlanya Gedung Kantor atau Bangunan .
antor atau Bangunan Lainnya yang Unit 1
Lainnya Disediakan
Jumlah Laporan
Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa
18 | Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Laporan 12
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
. Jumlah Laporan
Tersedianya Jasa .
19 | Pelayanan Umum E:{;&Zdr::ﬁnuﬁsﬁq Laporan 12
Kantor Kantor yang Disediakan
;:ﬁ;?ﬁ;g;ﬁ Jumlah Gedung Kantor
20 | Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya Unit ;
K yang Dipelihara/
antor dan Bangunan Direhabilitasi
Lainnya
;Z:lr?(;issgrzgﬁ Jumlah Sarana dan
. Prasarana Gedung
21 Rehabilitasi Sarana dan Kantor atau Bangunan Unit 3

Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi




No.

il

N

o

~

©

10.

11.

12.

13.
14.

Kegiatan/Sub Kegiatan

Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Memeriukan

- Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Bagi Anak yang
memeriukan perlindungan khusus
yang memeriukan koordinasi tingkat
daerah Kabupaten/Kota

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi Pelaksanaan Layanan
AMPK

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Anggaran

98.694.000

198.806.950

29.189.899

50.000.000

60.580.968

10.670.000

81.180.000

17.514.000

178.498.950

20.308.000
3.792.707
1.575.349

892.233
2.217.610

Sumer
Dana

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD
APBD



No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran SiiTiey

Dana
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 1.452.000 APBD
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Rp. 19.260.000 APBD
dan Konsultasi SKPD
17. Pengadaan Gedung Kantor atau Rp. 50.000.000 APBD
Bangunan Lainnya
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Rp. 11.525.400 APBD
Sumber Daya Air dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Rp. 49.055.568 APBD
Kantor
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Rp. 8.640.000 APBD
Kantor dan Bangunan Lainnya
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Rp. 2.030.000 APBD
dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Cibinong, 30 Januari 2025
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